




 

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KELURAHAN CIGANJUR 

No Judul Informasi Dasar Hukum Pengecualian Informasi Jangka Waktu Pengecualian Konsekwensi Pentingnya bagi public  

1 Data kependudukan 
(KTP,KK,Akta,dll) 

a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-undang 

No.14 thn 2008 tentang keterbukan 

informasi public 

b. Pasal 84 Undang-undang no.24 thn 2013 

tentang perubahan atas undang-undang 

no.23 thn 2006 tentang administrasi 

kependudukan 

c. Pasal 85 Undang-undang no.23 thn 2006 

tentang administrasi kependudukan 

 

Terbuka jika mendapat persetujuan 

tertulis dari yang bersangkutan atau 

diminta oleh aparat penegak hukum 

dalam rangka penyeldikan atau 

proses peradilan 

Jika dibuka :  

a.dapat menimbulkan ugatan dan konsekwensi hukum 

b.dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi 

 

Jika ditutup : 

Melindungi data informasi penduduk 

 

2 Identitas Aparatur Sipil 

Negara 

Undang –undang Nomor 14 Tahun 2008 

pasal 17 huruf h 

30 Tahun Jika dibuka : 

Mengungkap data pribadi ASN 

 

Jika ditutup : 

Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia 

 

 

3 Proses Penilaian ASN 

(dokumen SKP) 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 

17 huruf i 

30 Tahun Jika dibuka : 

Mengungkap data pribadi ASN 

 

Jika ditutup : 

Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia 

 

 

4 Informasi Pertanahan 

(Buku pertanahan yang 

menyangkut identitas 

pemilik,luas tanah dan 

riwayat pecahannya) 

Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 pasal 

17 huruf h 

Terbuka apabila perintah 

pengadilan, aparat penegak hukum 

atau permohonan lembaga 

pemerintah secara tertulis 

Jika dibuka: 

Dapat menimbulkan konsekwensi hukum bagi para pihak 

 

Jika ditutup : 

Melindungi kepentikan para pemilik aset 

 

 

 

 

 



5 Dokumen Perpindahan 

Pegawai antar Perangkat 

Daerah di lingkungan 

Provinsi DKI Jakarta 

karena kepentingan 

dinas, terdiri dari 

 

: 

 

1. dokumen usulan dan 

data data pendukung 

mutasi; dan 

 

2. rancangan SK 

perpindahan pegawai; 

a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

 

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara; 

 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 

Terbuka apabila mendapat 

persetujuan tertulis dari yang 

bersangkutan 

Jika dibuka: 

a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; 

b. Dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi E /seleksi terkait 

dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi 

kemampuan seseorang; dan 

c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi 

seseorang. 

 

 

Jika ditutup: 

a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai dan 

b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan 

 

 

 

6 Dokumen Penanganan 

Pelanggaran Kode Etik 

dan Kode Perilaku, 

terdiri dari : 

1. Laporan Pengaduan; 

2. Informasi pelapor 

pengaduan; 

3. Informasi terlapor 

pengaduan; 

4. Bukti pengaduan; 

5. Undangan Panggilan 

pemeriksaan, 

permintaan keterangan, 

dan penyampaian 

rekomendasi; 

6. Surat tindak lanjut 

pengaduan; 

a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

 

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara;dan 

 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen 

Terbuka apabila ada perintah 

pengadilan/lembaga pemerintahan 

secara tertulis 

Jika dibuka: 

a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang;dan 

b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi 

seseorang. 

 

 

Jika ditutup: 

Melindungi data dan informasi pribadi pegawai 

 



7. Berita Acara 

Pemeriksaan; 

8. Keputusan Pejabat 

yang bersangkutan 

tentang Penjatuhan 

Sanksi Moral;dan 

9. Berita Acara 

Penyerahan Keputusan. 

7 Dokumen Pengaduan 

Indisipliner Pegawai, 

terdiri dari: 

 

1. Pengaduan 

indisipliner pegawai; 

 

2. Surat Panggilan/Surat 

Klarifikasi; 

 

3. Tindak lanjut 

pengaduan indisipliner 

pegawai; 

 

4. Jawaban pengaduan 

indisipliner pegawai; 

 

5. Berita Acara 

Klarifikasi/Pemeriksaan 

Pengaduan Pegawai; 

 

6. Laporan Hasil 

Klarifikasi/Pemeriksaan 

Pegawai; 

 

a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

 

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara;dan 

 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 

A. Terbuka apabila ada perintah 

lembaga /lembaga Pemerintahan 

secara tertulis ;dan 

 

B. Terbuka apabila mendapat 

persetujuan tertulis dari yang 

bersangkutan. 

Jika dibuka: 

a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan 

b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi 

seseorang. 

 

 

Jika ditutup: 

Melindungi data dan informasi pribadi pegawai 

 



7. Informasi Pengadu; 

 

8. Informasi 

teradu/pegawai;dan 

 

9. Surat Panggilan/Surat 

Klarifikasi. 

8 Lembar disposisi yang 

menurut sifat suratnya 

rahasia 

Pasal 17 huruf i undang-undang nomor 14 

tahun 2008 tentang keterbukaan informasi 

Terbuka apabila ada perintah 

pengadilan atau lembaga 

pemerintahan secara tertulis 

Jika dibuka: 

Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait 

kebijakan publik 

 

Jika ditutup: 

Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait 

kebijakan publik 

 

9 Naskah dinas yang 

menurut sifatnya rahasia 

Pasal 17 huruf i undang-undang nomor 14 

tahun 2008 tentang keterbukaan informasi 

Terbuka apabila ada perintah 

pengadilan atau lembaga 

pemerintahan secara tertulis 

Jika dibuka: 

Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait 

kebijakan publik 

 

Jika ditutup: 

Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait 

kebijakan publik 

 

   

   

      

 

 


